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ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundering di Indonesia
menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan akibat kesulitan
pembuktian materialnya. Jalan keluar dalam menyelesaikan masalah pembuktian
ini adalah dengan menerapkan beban pembuktian terbalik. Namun penerapan
beban pembuktian terbalik ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli
hukum karena beban pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan asas
praduga tak bersalah yang merupakan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM) dan juga dianggap bertentangan dengan Pasal 66 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa jaksa menjadi satu-satunya
yang diberi kewajiban dalam pembuktian. Berangkat dari latar belakang tersebut,
maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana analisis yuridis hukum
positif dan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana
pencucian uang ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
dan menganalisis tentang bagaimana analisis yuridisnya terhadap hukum positif
dan hukum Islam. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi
dokumen/kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis-
normatif. Analisis data dilakukan dengan metode induktif, yaitu menganalisis
data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila
digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah bertentangan dengan asas praduga
tak bersalah dan juga Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) karena beban pembuktian terbalik yang diterapkan dalam
menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menggunakan asas
praduga bersalah secara mutlak, tetapi secara terbatas dan berimbang. Di samping
itu Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
merupakan aturan yang khusus, sehingga dapat mengesampingkan KUHAP
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang bersifat umum sesuai dengan
asas lex specialis derogate legi generalis. Penerapan beban pembuktian terbalik
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang juga tidak bertentangan dengan hukum
Islam karena tujuan diterapkannya adalah untuk kemaslahatan manusia sehingga
sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari’at.
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MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
orang lain

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

Seorang muslim sejati akan benar-benar istirahat jika
kedua kakinya telah menginjakkan pintu surga. Sebelum
itu tidak ada istirahat, kecuali ikhtiar dan terus
berikhtiar untuk menggapai cinta dan ridha
dari Allah swt
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi membawa perubahan yang sangat besar terhadap tatanan
kehidupan manusia di muka bumi ini. Hubungan masyarakat yang melampaui
batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara disebut dengan
globalisasi." Globalisasi ini dibarengi dengan perkembangan teknologi yang
sangat pesat, bahkan dalam hitungan detik pun akan selalu ada inovasi-
inovasi terbaru dalam bidang teknologi.

Tidak terbatasnya hubungan antar sesama manusia dan semakin
majunya teknologi menimbulkan permasalahan yang sangat komplek dan
rumit, sehingga muncul kejahatan-kejahatan baru yang mengikuti
perkembangan kehidupan manusia di muka bumi ini, bahkan kejahatan-
kejahatan saat ini sudah melampaui batas-batas territorial suatu negara. Salah
satu kejahatan baru yang belakangan ini muncul adalah kejahatan pencucian
uang (money laundering).

Istilah pencucian uang (money laundering) pertama kali muncul
sekitar tahun 1920-an di Amerika Serikat yaitu ketika para mafia
mengakuisisi atau membeli usaha Laundromats (mesin pencuci otomatis).
Ketika itu para mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar hasil melakukan
kejahatan berupa prostitusi, perjudian, narkoba, dan penjualan minuman

keras illegal, kemudian para mafia ini diminta untuk memberikan keterangan

! pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era
Globalisasi, cet. ke-1 (Jakarta: Total Media, 2013), him. 7.



tentang sumber dana yang dimilikinya. Oleh karena itu para mafia ini
membeli sebuah usaha yang telah disebutkan tadi untuk menutupi sumber
dana tersebut agar dana yang tadinya bersumber dari tidak sah seolah-olah
diperoleh secara sah, yaitu dengan cara menggabungkan uang hasil dari
kejahatan dengan uang hasil dari usaha Laundromats. Kejahatan pencucian
uang merupakan langkah selanjutnya dari kejahatan-kejahatan lainnya
sehingga pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan.?

Kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin diminati oleh
para pelaku kejahatan karena terdapat prinsip bahwa uang adalah darah bagi
kejahatan (money is blood of the crime).? Prinsip tersebut menjadikan seorang
penjahat akan selalu berusaha untuk dapat mempertahankan uang hasil dari
kejahatan yang dilakukannya, karena tanpa uang tersebut kejahatan-kejahatan
lainnya tidak dapat dilakukan lagi. Sama halnya dengan seorang manusia
tidak akan dapat hidup tanpa darah dalam tubuhnya. Oleh karena itu, para
penegak hukum jika ingin mengentaskan sebuah kejahatan maka seharusnya
yang harus dilakukan adalah dengan mematikan dulu sistem peredaran darah
dalam tubuh sebuah kejahatan.

Tidak ada definisi universal tentang pencucian uang, sehingga
menimbulkan banyak penafsiran dari beberapa tokoh tentang pencucian uang.
Secara umum dapat dimengerti bahwa pencucian uang adalah memindahkan,

menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang yang merupakan

2 1bid., hlm. 2.

® lvan Yustiavandana dkk., Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, cet. ke-1
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), him. 8.



hasil sebuah tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau
mengaburkan uang tersebut sehingga terlihat berasal dari kegiatan yang sah
sehingga tidak dapat terdeteksi bahwa uang tersebut merupakan hasil suatu
kejahatan.*

Obyek dari pencucian uang adalah perolehan uang yang dikenal
dengan “dirty money” (uang kotor atau uang haram). Uang kotor ini
mempunyai arti uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan
seseorang yang kemudian uang tersebut dibersihkan agar tidak dapat dilacak
sumbernya.

Kejahatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap
stabilitas perekenomian suatu bangsa secara keseluruhan, sehingga termasuk
kejahatan yang multidimensi dan bersifat transnasional yang berhubungan
dengan jumlah uang yang sukup besar.® Beberapa dampak yang dihasilkan
dari tindak pidana pencucian uang adalah:®

1. Melemahkan sektor swasta yang sah;

2. Merusak integritas pasar keuangan;

3. Hilangnya control atas kebijakan ekonomi;

4. Melahirkan distorsi ekonomi dan instabilitas;

5. Berisiko terhadap upaya privatisasi;

6. Berisiko terhadap reputasi;

7. Menimbulkan biaya sosial.

*Ibid., him. 11.

® Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi,
dan Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him.19.

® lvan Yustiavandana, Tindak Pidana Pencucian Uang, him.14.



Melihat dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana pencucian uang,
maka kejahatan ini menjadi perhatian dunia internasional. Oleh karena itu
perlu adanya kerja sama antara bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa
lainnya untuk memberantas kejahatan pencucian uang. Gerakan internasional
untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi The International
Convention Against Transnational Organized Crime yang lebih popular
disebut The Palermo Convention. Resolusi itu dibuat melihat dampak serius
yang diakibatkan oleh kejahatan pencucian uang. Dan inti dari konvensi
Palermo adalah mewajibkan semua negara mengkriminalisasi semua
kejahatan yang menjadi kejahatan asal pencucian uang.’

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam
memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengundangkan
Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 25
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan saat ini diubah
menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terbentuknya undang-
undang ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian di Indonesia.

Tindak pidana pencucian uang ialah merupakan kejahatan yang luar

biasa sehingga membutuhkan cara-cara tertentu dan khusus dalam

" 1bid., him.9.



memberantasnya. Hal ini terlihat bahwa dalam pemberantasannya
menggunakan sistem beban pembuktian terbalik (Omkering van het
Bewijslat) yaitu memberi hak terdakwa untuk menjelaskan dan membantu
mempermudah proses persidangan atas dakwaan yang sebelumnya telah
ditelusuri oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian terbalik inilah yang
membedakan pemberantasan pidana pencucian uang dibandingkan kejahatan-
kejahatan lainnya.

Beban pembuktian terbalik yang diterapkan dalam perundang-
undangan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menimbulkan pro
dan kontra di kalangan ahli hukum karena beban pembuktian terbalik ini
dianggap bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) Pasal 66 yang menjelaskan bahwa “Tersangka atau Terdakwa tidak
dibebani kewajiban pembuktian.”® Pasal 66 KUHAP ini merupakan jelmaan
dari Asas Praduga Tak Bersalah.

Sistem pembuktian terbalik ini juga dianggap berpotensi melanggar
Hak Asasi Manusia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana
dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum
dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua
jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.’

Beban pembuktian terbalik juga dianggap bertentangan dengan Statuta

Roma Mahkamah Pidana Internasional Pasal 66 ayat (1) menjelaskan “Setiap

® Pasal 66
° Pasal 11 ayat (1)



orang dianggap tidak bersalah di depan mahkamah sesuai dengan hukum
yang berlaku,” ayat (2) menjelaskan “Tanggungjawab berada di tangan
penuntut untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa.”'® Kemudian pada
Pasal 67 yang menjelaskan tentang Hak-hak Terdakwa terutama ayat (1)
huruf (i) dijelaskan “Untuk tidak dibebankan atasnya pembalikan apapun dari
beban pembuktian atau tanggungjawab penyangkalan.”**

Beban pembuktian terbalik ini juga bertentangan dengan prinsip

hukum Islam tentang pembuktian yaitu hadis Nabi Muhammad saw:
Pade eadl o cpall g cadl Je 4l
Hadis diatas menjelaskan bahwa “Bukti dibebankan kepada

penuduh dan sumpah dibebankan kepada tertuduh”.

B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat permasalahan
yang penyusun identifikasi dan agar pembahasannya lebih terarah, maka
dalam skripsi ini penyusun memprioritaskan pada pokok permasalahan
sebagai berikut :
Bagaimana analisis yuridis hukum positif dan hukum Islam terhadap

beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang ?

1% pasal 66 ayat (1) dan (2)
" pasal 67 ayat (1) huruf (i)

12 At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi (Beirut: Dar al-Kotob al-limiyah, 2000), him. 337,
hadis nomor 1341, hadis dari Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir dan lainnya
memberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ubaidillah, dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya,
dari kakeknya.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, ada tujuan dan
kegunaan yang ingin dicapai penyusun dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:
1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara
mendalam bagaimana pengaturan hukum tentang beban pembuktian terbalik
dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang
dan bagaimana analisis yuridisnya terhadap hukum positif dan hukum Islam.
2. Kegunaan

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum, serta
menambah wawasan kepada penyusun dan kepada pembaca dalam bidang
Hukum Pidana Islam dan khususnya dalam bidang Tindak Pidana Pencucian

Uang

D. Telaah Pustaka
Sejauh pengetahuan penyusun setelah mengadakan penelusuran dari
berbagai referensi terdapat beberapa karangan maupun penelitian yang
membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Beban Pembuktian
terbalik, berikut ini penyusun akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang
telah dijadikan skripsi terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang antara
lain karya Iftah Sunansih S dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Studi atas



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.”** Jenis Penelitian yang digunakan
adalah penelitian pustaka yang penelitiannya lebih menekankan pada
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang.

Skripsi Ahsanus Zalif dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang
(Money Laundering) Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum
Positif.”* Jenis penelitian yang digunakan adah penelitian pustaka yang
menekankan pada bagaimana identifikasi dan kriteria Tindak Pidana
Pencucian Uang beserta sanksinya menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Skripsi Aap Sapan Noor dengan judul “Beban Pembuktian Terbalik
Pada Kasus Korupsi Ditinjau dari Filsafat Hukum Islam.”*> Jenis penelitian
yang digunakan adah penelitian pustaka yang membahas tentang bagaimana
analisis filsafat hukum Islam terhadap tujuan dan proses diberlakukannya
beban pembuktian terbalik. Dalam skripsinya saudara Aap Sapan Noor
menggunakan kaca mata filsafat hukum Islam dalam mengkaji tujuan beban
pembuktian terbalik.

Buku karangan Pathorang Halim, S.H., M.H. yang berjudul

“Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era

3 Iftah Sunansih S, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
(Money Laundering) Studi atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003,” Skripsi Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

1 Ahsanus Zalif, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Studi Komparatif
antara Hukum Islam dan Hukum Positif,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2008).

> Aap Sapan Noor, “Beban Pembuktian Terbalik Pada Kasus Korupsi Ditinjau dari
Filsafat Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).



Globalisasi.”*® Pathorang Halim dalam bukunya dijelaskan keterkaitan
globalisasi hukum dengan kejahatan pencucian uang dan bagaimana
kejahatan pencucian uang dalam perspektif hukum pidana.

Berdasarkan kajian sebelumnya diatas yang menjelaskan bahwa
terdapat pertentangan antara diterapkannya beban pembuktian terbalik dengan
peraturan hukum lainnya sejauh ini belum ada penelitian yang membahas
tentang aturan hukum atau kaidah hukum yang mana yang dapat
membenarkan dan melegalkan diterapkannya sistem beban pembuktian
terbalik dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu posisi
penyusun dalam penelitian ini adalah menjelaskan terlebih dahulu bagaimana
pengaturan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang
kemudian dianalisis aspek yuridisnya untuk menemukan sebuah legalitas atau
pembenaran dalam peraturan hukum positif yang berlaku dan juga hukum
Islam untuk diterapkannya beban pembuktian terbalik dalam kasus tindak

pidana pencucian uang.

E. Kerangka Teoretik
Pembuktian merupakan hal yang terpenting dari hukum acara pidana
karena dalam pembuktian inilah hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana
jadinya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak

pidana berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim padahal sebenarnya tidak

16 pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era
Globalisasi (Jakarta: Total Media, 2013).
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bersalah. Oleh karena itu fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk
menemukan kebenaran materil.*’

Selain hukum pidana materil terdapat juga hukum pidana formil yang
di Indonesia hukum pidana formil ini diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari hukum acara pidana adalah
untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran
materil sehingga dapat terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan
apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.*®

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tujuan diterapkannya syari’at
Islam adalah semata-mata untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah
kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, metode apapun yang dapat
mengeluarkan keadilan, maka hasilnya merupakan bagian agama dan sama
sekali tidak bertentangan dengannya. Hukum acara peradilan Islam untuk
menegakkan keadilan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syari’at,
yang demikian itu disebut sebagai siasat untuk kemaslahatan umat manusia
dan tidak lain adalah substansi keadilan Allah dan rasul-Nya, hal inilah yang
disebut dengan Politik Hukum Islam oleh Ibnu Qayyim.*

Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy dalam peradilan Islam pembuktian

ialah “memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.”20

7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), him. 249.

8 1bid., him. 7.

¥ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, alih bahasa Adnan Qohar
dan Anshoruddin, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), him. 19.

% T.M Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Bandung: Al Ma’arif,
tt), him. 110.
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Kemudian menurut Sobhi Mahmassani, yang dimaksud dengan membuktikan
suatu perkara adalah:
Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang
meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi
ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.?

Keharusan pembuktian didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw.

Yang berbunyi:
Cradll (S5 agdl sal s Jla )y eled (i (2 aY ) seny Galil) lary
220de el e

Perlunya pembuktian adalah agar manusia tidak seenaknya saja
menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan
tuduhannya, oleh karena adanya kewajiban ini maka akan mengurungkan niat
para pendusta untuk mengajukan gugatan yang lemah.?

Bagi para pihak yang berperkara akan dikenakan hukum acara
pembuktian, karena tahapan inilah yang paling penting dalam
mengungkapkan kebenaran. Kewajiban pembuktian dalam hukum acara
Islam dibebankan kepada penggugat atau pihak yang menuduh, sebab pada
dasarnya segala perkara berdasarkan pada kenyataan dan siapa yang

mengingkari kenyataan itulah yang harus membuktikannya.*

21 Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, Penerjemah Ahmad Sudjono, cet.ke-
2 (Bandung: PT Al Ma’arif, 1981), him.239.

2 Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Kotob al-limiyah, 2008), him. 145, No. 1711,
hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

% Taufiqul Hulam, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif, cet. ke-1 (Yogyakarta: Ull Press, 2002), him. 32.

24 50bhi Mahmassani, Filsafat Hukum, him.241.
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Beban pembuktian ini sesuai dengan sabda Rasulluah SAW, yang

berbunyi:
Bale cadl e Q:m:d\j‘;cJA\ e 4l

Hadits tersebut merupakan dasar hukum pembuktian dimana alat bukti
dibebankan pada pihak penggugat, dan sumpah dibebankan kepada pihak
tergugat. Menurut fugoha alat-alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Islam
terdiri dari 7 (tujuh) macam:%
Igrar (pengakuan)
Syahadah atau bayyinah (kesaksian)
Yamin (sumpah)
Nukul (penolakan sumpah)
Qasamah (bersumpah 50 orang)

[Imu pengetahuan hakim
Qarinah-garinah (petunjuk-petunjuk/ tanda-tanda)

NogakrowhE

Apabila ditarik konklusi mendasar hakikatnya hukum pembuktian
dalam hukum positif dapat dikategorisasikan ke dalam hukum pembuktian
yang bersifat umum dan khusus. Dimensi dari hukum pembuktian yang
bersifat umum termaktub dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana
yang telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), sedangkan hukum pembuktian yang bersifat khusus dasarnya
bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana yang terdapat

dalam KUHAP.?’

% At-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, him. 337, hadis nomor 1341.
% T_M Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan, him.116.

2" Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Persespektif, Teoritis dan Praktik, cet.
ke-1 (Bandung: PT Alumni, 2008), him. 97.
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Secara teoritis dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu

berupa :

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif ( Positief
Wettelijke Bewijs Theorie)
Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat
bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam UU. Singkatnya UU
telah menentukan alat-alat bukti mana yang dapat digunakan oleh hakim
dan bagaimana kekuatan alat bukti tersebut.?® Menurut teori ini, jika telah
terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh
undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.?

2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (Conviction Intime/
Conviction Raisonce)
Menurut teori ini, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan
keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Teori ini
dibagi menjadi conviction intime dan conviction raisonce, conviction
intime berarti kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka tanpa
didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional. Sedangkan conviction
raisonce berarti kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan hakim
namun dibatasi dengan didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional

dalam mengambil keputusan.®

% |bid., him.117 .
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, him. 251.
% Ljlik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana, him. 118.
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3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negative (Negatief
Wettelijke Bewijs Theorie)
Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh UU
dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya
alat-alat bukti tersebut.** Teori ini dapat dikatakan merupakan gabungan
antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang dan teori sistem
pembuktian menurut keyakinan hakim.
Penyusun dalam hal ini akan menekankan pada teori yang ketiga
yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena
sistem pembuktian ini yang paling sesuai dengan hukum acara pidana

yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penyusun dalam pembahasan skripsi ini menggunakan jenis penelitian
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang sumbernya diperoleh
dari undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, atau tulisan-
tulisan lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan

Beban Pembuktian Terbalik.

% 1bid., him. 120.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptis analistik. Deskriptif adalah

memaparkan atau menggambarkan secara umum tentang beban
pembuktian terbalik dan bagaimana pengaturannya dalam peraturan tindak
pidana pencucian uang, kemudian semuanya itu penyusun akan
menganilisisnya dengan mengggunakan teori-teori dan peraturan-peraturan
hukum yang terkait untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan suatu masalah terhadap undang-
undang sebagai rujukan utama dalam menganalisis beban pembuktian
terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.

b. Pendekatan Normatif adalah pendekatan suatu masalah terhadap hukum
Syara’ khususnya hukum pidana Islam yang ada kaitannya dengan inti
pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penilitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan
Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana
pencucian uang.

b. Data Sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku atau
literatur lainnya yang berkaitan dengan beban pembuktian terbalik dan
tindak pidana pencucian uang beserta dokumentasi lainnya yang

berkaitan.
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5. Analisa Data
Penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
sebagai analisa data yaitu melalui pola Induktif. Pola Induktif adalah
menganalisis data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan
sehingga apabila digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Pengaturan
beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dianalisis

kemudian diambil kesimpulan mengenai pencucian secara global.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya memudahkan skripsi ini agar lebih sistematik, maka
dibuat sistematika dibawah ini :

Bab pertama, berisi pendahuluan, mengantarkan penelitian ini secara
menyeluruh, menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian
dilanjutkan dengan pokok masalah agar permasalahan yang akan dibahas
menjadi lebih terfokus dan mengenai sasaran yang diharapkan. Setelah itu
dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang
digunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama dan sebagai bukti
bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dilanjutkan dengan
kerangka teoritik yaitu yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini
kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri
dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mencoba memaparkan tentang tinjaun umum

tentang konsep pembuktian dalam hukum positif dan hukum Islam.
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Kemudian konsepsi tentang beban pembuktian terbalik dan tantangan dalam
penerapan beban pembuktian terbalik.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang tindak pidana pencucian uang
beserta tahapan-tahapanya yang dilengkapi dengan contoh kasus. Pada bab ini
juga membahas bagaimana pengaturan tentang beban pembuktian terbalik
dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Bab keempat, mencoba menganalisis dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh penyusun, dalam hal ini difokuskan pada analisis yuridis
beban pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana pencucian uang
berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan secara
umum oleh penyusun atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan
ini merupakan jawaban dari permasalahan sekaligus merupakan jawaban
akhir dari pokok persoalan. Setelah itu penyusun melengkapinya dengan

saran-saran dan dan daftar pustaka sebagai rujukan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Sebagai bagian akhir dari skiripsi ini penyusun memberikan
kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan pada
bab-bab sebelumnya tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam
tentang diterapkannya beban pembuktian terbalik pada tindak pidana
pencucian uang.

Beban pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang diatur
dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Beban pembuktian
terbalik yang diterapkan dalam pasal tersebut tidak menggunakan asas
praduga bersalah secara mutlak, tetapi secara terbatas dan berimbang,
sehingga beban pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Pencucian
Uang tidak dapat dikatakan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang
merupakan aturan yang khusus sehingga penerapan beban pembuktian
terbalik pada tindak pidana pencucian uang tidak dapat dianggap
bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa terdakwa tidak
dibebani kewajiban pembuktian karena sistem hukum Indonesia menganut
asas lex specialis derogate legi generalis.

Meskipun dalam hukum acara Islam tidak ditemukan dalil yang secara

jelas menjelaskan tentang beban pembuktian terbalik, namun penerapan
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beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang tidaklah

bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan diterapkannya beban

pembuktian terbalik sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari’at yaitu untuk

mendatangkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemaslahatan itu berupa terhindarnya masyarakat dari dampak sebuah tindak

pidana yang dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional akibat pencucian

uang dan keadilan itu tercipta dengan dihukumnya para pelaku tindak pidana

dengan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

B. Saran-Saran

1.

Kepada pemerintah dan DPR untuk membuat hukum acara yang
mengatur tentang pembuktian terbalik, agar tidak terdapat keraguan oleh
para penegak hukum dalam menerapkan beban pembuktian terbalik
sehingga pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat
dilaksanakan secara maksimal.

Pertentangan dengan asas, peraturan, doktrin dan lain sebagainya tentang
beban pembuktian terbalik janganlah menjadi penghambat untuk
diterapkannya beban pembuktian terbalik. Pemikiran harus diubah
dengan melihat kebutuhan bangsa saat ini, bahwa pembuktian terbalik
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hal yang revolusioner

progresif dan memerlukan dukungan bersama dalam pelaksanaannya.
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akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu)
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itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu
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jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak
akan membeli dengan sumpah ini harga yang
sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun
Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami
Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya
Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-
orang yang berdosa".
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24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud
(melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan
Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan
wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari)
Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan
dari padanya kemungkaran dan  kekejian.
Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba
Kami yang terpilih.

25. dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu
dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari
belakang hingga koyak dan Kedua-duanya
mendapati suami wanita itu di muka pintu. wanita
itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang
yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu,
selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab
yang pedih?"

26. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk
menundukkan diriku (kepadanya)"”, dan seorang
saksi dari keluarga wanita itu memberikan
kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka,
Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-
orang yang dusta.

27. dan jika baju gamisnya koyak di belakang,
Maka wanita ltulah yang dusta, dan Yusuf
Termasuk orang-orang yang benar."
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gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia:
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daya kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah
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Hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu,
karena kamu Sesungguhnya Termasuk orang-orang
yang berbuat salah.”
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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu




orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi
saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya
ataupun  miskin, Maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-
kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan.

73

Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja
kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan
untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih
baik salah dalam membebaskan daripada salah
dalam menghukum.




Lampiran 11
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Syafi’i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn Usman lbn
Syafi’i Ibn Sa’iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Muttallib ibn Abd Manaf atau
yang akrab dipanggil Imam Syafi’i. Beliau lahir pada tahun 150 H/767 M di
Gazza dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Beliau adalah
seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Saat usia 20
tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat
itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada
murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda
untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Salah satu karangannya adalah “Ar risalah” buku pertama tentang ushul

figh dan kitab “Al Umm” yang berisi madzhab fighnya yang baru. Imam Syafi’i
adalah seorang mujtahid mutlak, imam figh, hadis, dan ushul. la mampu
memadukan figh ahli Irak dan figh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam
Syafi’i,”Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al Quran dan As Sunnah,”
“Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan
Allah memberinya di ‘leher’ Syafi’i,”. Thasy Kubri mengatakan di Miftahus
sa’adah,”Ulama ahli figh, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya
sepakat bahwa Syafi’i memiliki sifat amanah (dipercaya), ‘adalah (kredibilitas
agama dan moral), zuhud, wara’, takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik,
derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya
saja masih kurang lengkap,”

Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik,
Syria pada tahun 1932, Bapaknya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar
Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan
cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti
al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan
cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr.
Wahbah juga menerima ljazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-
Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-
undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima ljazah
Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima ljazah
Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada
tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah
Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam:
Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular
Antarabangsa".

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik
(Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun
1975. Beliau menjadi ahli dalm Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam
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Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di
seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Figh Islam di Jeddah,
Arab Saudi dan Akademi Figh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau
juga merupakan Pengerus Institut Penyelidikan bagi Institusi Keuangan Islam.
Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam
kepada syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam
Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang
kerap muncul dalam program televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam
dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau
ialah:
Athar al-Harb fi al-Figh al-Islami: Dirasah Mugarin.
al-Figh al-Islami wa Adillatuh.
Usul al-Figh al-Islami .
al-Figh al-Shafi'i al-Muyassar.
al-Figh al-Islami “ala Madhhab al-Maliki.
Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
al-'Alagat al-Dawali fi al-Islam.
al-Huquq al-Insan fi al-Figh al-Islami bi al-Ishtirak ma™ al-Akhireen.
al-Islam Din Shura wa Dimugratiyah.
10 Haqq al-Huriyah fi al-'Alam.
11.Asl Mugaranit al-Adyan.
12.Al-"Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Muamilat al-Madani al-Emirati.
13.Tafsir al-Munir.

CoNoOR~WNE

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Profesor Doktor Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lahir
di Lhokseumawe , 10 Maret 1904 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 9
Desember 1975 tepat pada usia 71 tahun. Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi
ash Shiddieqy mulai mendapat pendidikan awalnya di pondok pengajian milik
bapaknya. Beliau menuntut ilmu di berbagai pondok pengajian dari satu kota ke
kota yang lain selama 20 tahun. Beliau mempelajari bahasa Arab dari gurunya
yang bernama Syeikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama’ berbangsa
Arab. Pada tahun 1926 T.M Hashi ash Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan
melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad yaitu sebuah organisasi
keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang
ulama’ yang berasal dari Sudan . Di Madrasah al-lrsyad Hasbi ash Shiddieqy
mengambil takhassus dalam bidang pendidikan selama 2 tahun. Pengajiannya di
al-lrsyad dan gurunya Ahmad Soorkati banyak memberi didikan ke arah
pembentukan pemikiran moden. Beliau juga pernah menuntut di Timur Tengah.

Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai
disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang
telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel.
Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fikih yang berjumlah 36 judul.
Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul,
dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Karya


http://id.wikipedia.org/wiki/Lhokseumawe
http://id.wikipedia.org/wiki/10_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/1904
http://id.wikipedia.org/wiki/9_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/9_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/1975
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_ibn_Salim_al-Kalali&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Madrasah_al-Irsyad&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Soorkati

terakhirnya adalah Pedoman Haji, yang ia tulis beberapa waktu sebelum
meninggal dunia. Karya Hasbi paling fenomenal adalah Tafsir an-Nur, sebuah
tafsir al-Qur an 30 juz dalam bahasa Indonesia. Karya ini fenomenal karena tidak
banyak ulama Indonesia yang mampu menghasilkan karya tafsir semacam itu.

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. lahir di Bogor pada tanggal 23 Agustus
1961, menamat-kan kuliah S-1 kurang dari 4 tahun pada Fakultas Hukum
Universitas Udayana (Bali) tahun 1985, menjadi tenaga pengajar pada beberapa
fakultas hukum di Bali, seperti Universitas Udayana, Universitas Bali, Universitas
Mahasaraswati, dan Universitas Warmadewa. Berikutnya, mulai tahun 2008
tercatat sebagai dosen pada Magister llmu Hukum Program Pascasarjana
Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Merdeka Malang. Kemudian, tahun 2002
dalam waktu 1 tahun 7 bulan menyelesaikan S-2 pada Program Pascasarjana
Bidang Hukum Pidana Universitas Udayana, serta tahun 2007 menyelesaikan
Program Doktor (S-3) IImu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
Bandung dalam waktu 2 tahun dengan predikat cum laude (IPK3,97).

Sejak mahasiswa aktif di Lembaga Kemahasiswaan sebagai ketua senat;
ketua BPM; redaktur pers kampus; penerima bea siswa PPA; mengikuti
seminar/lokakarya/simposium, baik tingkat nasional maupun tingkat ASEAN;
menulis dan memenangkan Lomba Cipta Puisi dan Cerita Pendek (Cerpen) Se-
Indonesia dan Bali; serta pada tahun 1985 terpilih sebagai Mahasiswa Teladan |
Universitas Udayana. Terhitung 1 Desember 1986 bekerja di Departemen
Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Mahka-mah Agung Republik
Indonesia) sebagai Calon Hakim Pengadilan Negeri Denpasar (1986—1991);
Hakim Pengadilan Negeri Serui, Irian Jaya/Papua (1991—1995); Hakim
Pengadilan Negeri Kandangan, Kalimantan Selatan (1995-1999); Hakim
Pengadilan Negeri Bangli, Bali (1999-2000); Hakim Pengadilan Negeri Denpasar
(2000—2004); Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan TIPIKOR Jakarta
Pusat dengan spesialisasi Hakim Umum, Hakim Niaga, dan Pengadilan Hubungan
Industrial (2004—2007); dan sejak 21 Agustus 2007—sekarang adalah sebagai
Wakil Ketua Pengadil- an Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Kemudian, sejak menjadi hakim di samping mengikuti seminar tingkat nasional,
juga mengkuti seminar dan studi banding khususnya dalam bidang peradilan
pidana, terorisme, dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKl) di Bangkok, Jerman,
Prancis, dan Spanyol serta juga mengajar di Diklat Calon Hakim pengajar mata
kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Buku yang telah ditulisnya dan diterbitkan oleh Penerbit PT Alumni, PT
Citra Aditya Bakti, PT Djambatan, CV Mandar Maju, dan Bayu Media Publishing
adalah:

1. Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya).
2. Hukum  Acara Pidana  (Normatif, Teoretis, Praktik dan

Permasalahannya).



11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.

Kompilasi Hukum Perdata dari Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan
(Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Pengadilan Hubungan
Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga).

Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik (Hukum
Acara Pidana, Hukum Pidana Materiil, Kriminologi, Kebijakan Hukum
Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana).

Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan
Praktik.

Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia.
Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata dalam Praktik Per-
adilan.

Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik.

. Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan,

Penuntutan dan Peradilan serta Upaya Hukumnya Sesuai UU 31/1999).
Peradilan Bom Bali.

Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi.

Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik
Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan
Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan
Kembali oleh Korban Kejahatan.

Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwa-an,
Eksepsi dan Putusan Peradilan).

Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya).
Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik
Penyusunan, dan Permasalahannya).

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, Teknik
Membuat dan Permasalahannya).

Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) Indonesia dalam Teori dan Praktik Dilengkapi Putusan
Pengadilan Niaga dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial serta Kepailitan dan Pe-
nundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Khusus
Indonesia dalam Teori dan Praktik Dilengkapi Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
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